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Abstrak
 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan (Pasal 16 D) merupakan isu PPN yang sering kali menjadi suatu problema di dalam

penyelenggaraan sistem kebijakan PPN di Indonesia. Dari problema tersebut menunjukkan betapa rawannya

kebijakan PPN Pasal 16 D. Adanya pengecualian pada pasal 9 ayat 8 huruf b banyak menimbulkan dispute

di lapangan antara sudut pandang fiskus dengan Pengusaha Kena Pajak, munculnya skema re ekspor serta

kendala teknis dalam pelaksanaan Law Enforcement di lapangan memberikan tanda bahwa kebijakan

tersebut harus dilakukan penelitian.

 

Adapun tujuan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini adalah pertama menganalisis

alasan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan menjadi obyek PPN

dalam rezim UU No. 11 Tahun 1994, kedua menganalisis dasar pemikiran perubahan kebijakan PPN 16 D

dalam rezim UU No. 42 Tahun 2009, ketiga, menganalisis pelaksanaan Law Enforcement kebijakan PPN 16

D pada perusahaan garment di KPP PMA Empat, dan keempat mendesain kebijakan PPN atas penyerahan

aktiva yang ideal berdasar prinsip yang direkomendasikan AICPA?

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN Pasal 16 D saat ini perlu didesain ulang sehingga

memenuhi prinsip-prinsip Simplicity, Certainty dan Neutrality dengan syarat pemberlakuannya adalah

sepanjang Pajak Masukan saat diperoleh ?telah? dikreditkan untuk menghindari adanya hidden subsidy dan

perlunya dibuatkan aturan pelaksanaan atas kebijakan tersebut sehingga dispute dan agressive tax planning

di lapangan dapat diminimalisir.

<hr><i>VAT on transfer assets which is not for sale at first time it purchased (Article 16 D) is the most

frequent problem in the VAT policy system in Indonesia. It shows that VAT on transfer asset is a prone

policy. The exception article 9 (8) b of VAT policy on transfer asset caused different interpretation between

tax oficer and taxable person, re export scheme and technical constraint has signed that VAT on transfer

asset policy must be researched.

 

The objective of this thesis are: first, to analyze why transfer asset is to be taxable supplies, second, what is

the rationale or inside of VAT policy on transfer asset regime VAT Tax Law 42/ 2009, third, how does this

policy implemented in the garment enterprises at the foreign investment tax office four, fourth, how does the

good VAT policy on transfer asset design which recommended by AICPA, especially Simplicity, Certainty

and Neutrality principle on which most important in making tax policy. This research is qualitative research

with descriptive analysis.
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The researh result shows that VAT on transfer asset which is not for sale at first time it purchased ( article

16 D) need to be redesigned by policy maker which is always keep Simplicity, Certainty and Neutrality

principles with absolute requirement as long as VAT input when its purchased is allowed to be credited to

avoid the hidden subsidy and need to make implementing regulation in order to minimizing dispute and

agressive tax planning.</i>


